WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penganggar an dan pelaksanaan dana bantuan keuangan ber sifat khusus untuk bidang
kesehatan Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan mendesak yang belum dianggar kan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daer ah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka romawi V pada poin 11 Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggar an Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggar an 2015, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan | Cotamadya Daerah Tingkat || Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik | ndonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan L embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggar aan Negar a yang Bersih dan Bebasdari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang K omisi Pember antasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 137, Tambahan L embaran Negara Republik I ndonesia Nomor
4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara (L embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab K euangan
Negara (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan L embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);




12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);




18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasen
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

04, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26.  peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

27.  Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

28.  Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

29.  Pperaturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 );

30.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 14:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut




1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015 terdiri alas :
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 115.476.350.100,00
b. Dana Perimbangan Rp 563.931.370.060,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Semula Rp 159.268.809.575,00
Bertambah Rp 23.000.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah RP. 182.268.809.575,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 861.676.529.735,00

2. Belanja Daerah :
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp 362.741.987.890,00
2. Belanja Bunga Rp

3. Belanja Subsidi Rp

4. Belanja Hibah Rp 13.816.170.650,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp 2.769.323.230,00
6. Belanja Bagi Basil Rp

7. Belanja Bantuan Keuangan Rp 1.045.458.250,00
8. Belanja Tidak Terduga

- Semula Rp 1.000.000.000,00

- Berkurang Rp 379.964.000.00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 620.036.000,00

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai

- Semula Rp 34.806.038.000,00

- Bertambah RP 28.082.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 34.834.120.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa

- Semula Rp 211.214.060.364,00

- Bertambah Rp 351.882.000.00,

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 211.565.942.364,00

3. Belanja Modal

- Semula Rp 399.273.024.276,00

- Bertambah Rp 23.000.000.000.00

Jumlah Belanja Modal Rp. 422.273.024.276.00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.049.666.062.660,00
Surplus / (Defisit) Rp.(187.989.532.925,00)

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 11
Peraturan Walikota ini.




Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Pcraturan Walikota ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Walikota
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 20 April 2015

WALIKOTA BANJARBARU,

irr=
H. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2° April 2015

PIt.SEK ETARIS DAERAH,

H.SAID BDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TABUN 2015 NOMOR. 2
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